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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR ]_ TAHUN 2009
TENTANG

AMGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

: a. bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-

Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana felah divbah terakhir kali dengan Undang-Undang
Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Lindang Nomaor
32 Tahun 2004 tentang Pemerdtahan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah Kota Palfinbang bersama Walikota telah
menyempumakan Rancangan. Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sesuai
dengan  Keputusan Gubermur Sumatera Sedatan Nomor
139KPTSAI2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Palembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20089 dan Rancangan Peraturan \Walikota
Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasarah Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada hurf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat || dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Megara Rl Nomor
1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 (Lembaran Megara RI Tahun
1894 Nomeor B2, Tambahan Lembaran Negara Rl Momor 3563) ;

3. Undang-Undang Momor 18 Tahun 1937 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 MNomor 41,
Tambahan Lembaran Megara RI Nomor 3685) sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Rl Tahun 2000 Momar 246, Tambahan Lembaran Negara
RI Momor 4048) ;

4, Undang-Undang Momor 21 Tahun 1887 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran MNegara RI Tahun 1997
Momar 44, Tambahan Lembaran Negara RI Momor 3688) |

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan
Megara Yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Megara RI Tahun 1999 Momor 75, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3851) ;
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. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negara

{Lembaran Megara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Megara Rl Nomor 4288) ;

. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Megara (Lembaran Megara Rl Tahun 2004 Momor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara RI Tahun 2004
Momaor 53, Tembahan Lembaran Negara Ri Momor 4388)

. Undang-Undang Momeor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjewab Keuangan Megara (Lembaran
Megara Rl Tahun 2004 Momor 88, Tambahan Lembaran Negara RI
Momor 4400} ;

Undang-Uindang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Masional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 MNomor
104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Rl Takun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4457 sebagaimana telah diubah terakhir
kall Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Rl Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Amntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Megara Rl Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah (Lembaran
Megara Rl Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI
Namor 4080) ;

Peraturan Pemerintah NMomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
[Lembaran Megara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Megara Momor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Momor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Momor 118, Tambahan
Lembaran Megara Rl Nomar 4139) ;

Peraturan Pemedntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Profokaler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dasrah (Lembaran MNegara RI Tahun 2004 Momor 90,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4416) sebagaimana talah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
(Lembaran Megara Rl Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran
MNegara Rl Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Momeor 23 Tahun 2005 tentang Pangeiolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Megara RI Tahun 2005
Momor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Momor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Megara Rl Nomar 4503);

Peraturan Pemerintah Momor 54 Tahun 2005 tentang PFinjaman
Deerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomaor 138, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran WNegara Rl Tahun 2005 MNomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Megara RI Tahun 2005
Momaor 138, Tambahan Lembaran Megara Rl Nomor 4576);

Paraturan Pemerntah WNomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI
Momor 4577);
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23. Peraturan Pemerintah Momer 58 Tahun 2005 tentang Pengslolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578),

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran
Megara Rl Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Ri
Momor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Womor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinera Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 MNomer 25, Tambahan Lembaran MNegara RI
Momor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Uruzan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara RI Tahun 2007 Momor 82, Tambahan Lembaran Negara Ri
Maomor 4737);

Z7. Peraturan Menterl Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan-Baerah;

28. Peraturan Daerah Kota Palergifing Momor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2005 Nomar 1) sabagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2007 {Lembaran
Dawerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 18);

29. Peraturan Daserah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palernbang Tahun 2007 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kota Palembang Momor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomar 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAM PERWAKILAM RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAMN 2009,

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, sebagai
berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 1.288.022.634.741,31
2. Belanja Daerah Rp. 1338945219084 38 (-)

Bafit s esnmnainlg Rp. 50.922 584.343.05

3. Pembiayaan Daarah :

a. Penerimaan Rp. 74 882 31B.087,05
b. Pengeluaran Rp. 23.958.733.744,00 (-)

Pembiayaan Netto Rp. 50.622.584 343,05

(*)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -



Pasal 2
{1) Pandapatan Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a_ Pendapatan Asli Daerah sejumiah Rp. 196.108.000.000,00
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. B47.773.815.465 00
¢. Lain-lain pendapatan dasrah yang sah sejumiah Rp. 144.140.719.276,31

(2} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurdf a terdin
dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumiah Rp. 77.000.000.000,00

b. Retribusi daerah zejumiah Rp. 63.722.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ssjumiah
Rp. 10.000.000.000,-

d. Lakn-lain pendapatan asli  daerah yang gah sejumiah
Rp. 45.386.000.000,00 d |

.
(3) Dana Perimbangan sebagaimana mrhg;u pada ayat (1) huruf b terdini dari
jenis pendapatan ;

a_ Dana bagi hasil sejumlah Rp. 246 895 293 465,00
b. Dana alokasi umum sejumiah Rp. 589.108.622.000,00
¢, Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 11.770.000,000.00

{4} Lain-lain pendapatan daersh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf & terdiri dari janis pendapatan :

Hibah sajumiah Rp. -

Dana darurat sejumniah Rp. -

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp.140.563.038.278,31
Dana Penyesualan dan Oftonomi Khusus sejumiah Rp.3.577.880.000,00
Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnnya
sajumiah Rp. -

mAEDTD

Pasal 3
{1) Balanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdin dari ;

a. Batanja Tidak Langsung sejumiah Rp, 742,086, 191,666 87
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 535.959.027 417,39

(2) Belanja Tidak Langsung sebegaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdir dari jenis balanja |

a. Belanja pegawai sejumiah Rp. T27 4858 191,666,087

b, Belanja bunga sejumiah Rp. -

. Balanja subsidi sejumiah Rp. -

d. Belanja hibah sejumiah Rp. 1.350.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial sejumiah Rp. 13.147.000.000,00
f. Balanja bagi hasil sejumlah Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan sejumiah Rp. -

h. Belanja tidak terduga sejumiah Rp. 1.000.000.000,00

{3) Belanja Lengsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin dari
jenis belanja :

8. Belanja pegawai ssjumish Rp. 101.767.198 255,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 243.237 401.837,08
¢. Belanja modal sejumiah Rp. 250.954 427 325,31



Pasal 4
{1) Pemblayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari !

a. Penerimaan sejumiah Rp, 74.882.318.087,05
b. Pangeluaran sejumiah Rp. 23.950.733.744,00

{2} Penerimaan sebagaimana dimaksud pada asyat (1) huruf a tardin dar
jenis pembiayaan :

a Sisa Leblh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp. 68.135.431.087 05

b. Penermaan kembali pemberian pinjaman sejurmlah
Rp. 3.180.672.000.00

. Penenmaan piutang dasrah sejurnilah Rp. 3.566.215.000,00

{3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejlimlah Rp. -

b. Penyertaan modal  (investasl) Pemerintah ~Daerah  sejumlah
Rp. 11.580.338.000,00

c. Pembayaran pokaok hutang sejumlah Rp. 12.369.397 744,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini, terdif dari :

1. Lampiran | Ringkasan APBD;

2 Lampiran |l  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

4. Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Qrganizasi, Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan;

4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurt Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. LampiranV  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi
dalam Kerangka Pengeiolaan Keuangan MNegara;

8. Lampiran i  Daftar Jumiah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran Vil Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIl Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

0, Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Assel Tetap
Daerah ;

10. Lampiran X ~ Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset
lainnya.;

11. Lampiran X|  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesalkan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ink

12. Lampiran XIl Daftar dana cadangan daerah ; dan

13. Lampiran Xlll Daftar pinjaman daerah dan obligasi dasrah.

Pasal 6

\Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Angparan

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagei landasan operasional palaksanaan
APBD.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan dan mempunyai
daya laku surut ssjak tanggal 2 Januari 2008,

Agar satiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal & Febrygrr 2008

TA PALEMBANG,

i
Plndargkan d| Palsmibang : qu TANA PUTRA
madn tanpgel (o= J— "
SENFETARIS DAERAH

I’.UTE 55 ;u{g o
+ Ho Marvwan Haimen, M. 5|
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